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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG 
PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOKODEKORORO, KECAMATAN 
NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024. 
    

ABSTRAK : - Keputusan ini berisi tentang penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara 
Desa Wokodekororo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Untuk 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 
2024. Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1, 
bahwa PPS melalui KPU Kabupaten/Kota meminta lurah/kepala desa atau yang 
disebut dengan nama lain memilih dan menetapkan pengganti. Keputusan ini 
ditetapkan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada sekretariat PPS 
Desa Wokodekororo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan 
efektif. 

  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini 
adalah:  
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; 
Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);  Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc 
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan 
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum 
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan 
Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc 
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan 
Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 
Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan 
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode 
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara 
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 

  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur 
tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Wokodekororo, 
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. 

CATATAN : - 

 

- 

 

 

- 

 

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025 

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara 
Desa Wokodekororo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo yang 
namanya terlampir dalam keputusan ini telah diangkat secara resmi serta 
dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Sekretaris Panitia 
Pemungutan Suara. 
Lampiran 5 Halaman. 

 

 


